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BAB 5 
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan  dana pensiun ASN (Aparatur 

Sipil Negara) periode 2001 Q1 – 2022 Q4   dengan skema PAYG (pay as you go) yang 

tidak didanai (unfunded) tidak berkelanjutan dan dapat membebani APBN di masa 

depan dan tidak berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa dana pensiun juga menjadi 

salah satu faktor yang melemahkan fiskal di indonesia.  Berdasarkan hasil estimasi 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini saling berkaitan. Yang dimana, dana 

pensiun sebagai independen setiap tahunnya mengalami kenaikan dan berpengaruh 

terhadap primary defisit. Semakin banyaknya dana pensiun yang dikeluarkan oleh 

APBN maka akan semakin tinggi pula primary defisit.  

Pengelolaan skema dana pensiun saat ini dengan skema PAYG (pay as you go) 

dapat menyebabkan tidak berkelanjutan dan dapat membebani APBN di masa depan. 

Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan defisit anggaran dan utang pemerintah, Namun 

juga membahayakan stabilitas fiskal dan kemampuan pemerintah untuk memenuhi 

kewajiban lainnya. Selain itu juga, penelitian ini selaras dengan (Gayithri 2009) bahwa 

skema pendanaan PAYG (pay as you go) dana pensiun menjadi ancaman yang serius 

bagi keberlanjutan fiskal, terutama pada negara – negara berpenghasilan rendah dan 

direkomendasikan untuk reformasi ke skema fully funded.  

Hal tersebut terjadi, akibat ketetapan regulasi yang menjelaskan bahwa 

Kementerian keuangan tetap mendanai dana pensiun sepenuhnya menggunakan dana 

APBN. Keberlanjutan fiskal mengacu pada kemampuan belanja pemerintah yang 

dibiayai secara lancar tanpa menyebabkan peningkatan utang pemeruntah atau jumlah 

uang beredar yang tidak normal dari waktu ke waktu, jika hal ini terpenuhi maka APBN 

dianggap berkelanjutan atau sebaliknya (Adam et al 2010).  Dengan adanya penelitian 

ini Dapat dinyatakan bahwa adanya penambahan dana pensiun maka hal tersebut 

dapat memberatkan fiskal di masa mendatang dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, 

perlunya reformasi skema dana pensiun untuk mempertahankan  keberlanjutan fiskal 

dalam jangka panjang.  

5.2 Saran 

Merujuk kepada hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyebab 

meningkatnya primary defisit disebabkan oleh dana pensiun yang di danai 

sepenuhnya oleh APBN. Penelitian ini menyarankan terkait aspek kebijakan dan 

regulasi bahwa pemerintah diharapkan untuk segara menetapkan kebijakan dan 

regulasi program dana pensiun ASN saat ini yaitu PAYG (manfaat pasti yang tidak 

didanai) menjadi Fully funded (iuran pasti). 
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